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PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN -

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 4 TAHLUN
2017 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Menimbang :

Mengingal

DAERAH KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG.

a. bahwa dalam rangka mengakomaodir prasedilr

[3.

1.

penatausahaan keuangan daerah dan terkalt dengan
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerali,
maka Peraturan Walikota Semarang Nomor <4 Tabun 2017
tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan
Daerah Kota Semarang , perlu ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiaman dimaksuil
pada huruf a, maka perlu menerbitkan Peraturan Walikota
Semarang tentang Perubahan Peraturan Walikota
Semarang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Sistem Dan
Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah Kota
Semarang.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950  tentaiy
Pembentukan  Daeral-daesrah, Kota Besar dalam
lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jowa
Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

Undang-Undang Nomeor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubililk
[ndonesia Nomor 4280):

Undang-Undang Nomar 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indoriesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43535);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Talhun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);



10.

11.

12.
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14.

—
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sisten:
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negars
Republik Indonesia Tahun 2004 Nemor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentanc
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republs
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembara:
Negara Republik I[ndonesia Nomor 5589) sebagaimsr.-
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undarz-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ked ..
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenta:.
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuzi:
Indonesia Tahun 2015 Neomor 58. Tambahan Lember
Negara Republik Indotiesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tenizi.
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusar gzao
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuzis
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar: o
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pa'z=
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tai .
2009 Nemor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomoo
5049);

Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 ‘entang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembara:
Negara Tahun 2031 Nomor 22, Tambahan Lembaiar-
Negara Nemor 5234};

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentan.
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor A&,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentans
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesio
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negari
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 457 5):

Peraturan Pemerintah Nomer 30 Tahun 2003 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negati
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahon
Lembaran Negara Repuhblik Indonesia Nomaor 457 60});
Peraturan Pemerintahh Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4573);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata
Cara Penatausahaan dan  Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara serta penvampalsniva:



17. Peraturan Menteri Dalam Neger: Nomor .2 &7.00 -
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Dacrac
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menter
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahar
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor =
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuarsg
Daerah;

18, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Tndomes
Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentulsr =7 -
Hukum Daerah sebagaimana telah dirubah beberarz o
teralkhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeor o
80 tahun 2015;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tal.: Z°
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Men-r =
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tenmreng 2aamas

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial tgnz Sersomocr
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerar:

20, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daeran dmn scbagaimana
telah di ubah dengan Peraturan Daecial Kotz Semarang
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan sias Peraturan

Daerah Kota Semarang Nomor 11 Taiaun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangarn Daerah |Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 33}

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANCG
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH KOTA SEMARANG

Pasal i

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikora Semarang Nomor 4 Tahun

2017 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangsn Daeraly Kotu

Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Nomor 4) diubah scbagai berikut:

1. Ketentuan huruf ¢ ayat [7) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi
sebapga berikut:

Paragral 1

Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan
Pasal 24

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk
memperoleh persetujuan dari PA/KPA melalui PPK Perangkat Daerah
dalam rangka pengisian nang persediaan.

(2] Penerbitan dan Pengajuan dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran
Pembantu untuk memperoleh persetujuan KPA melalui PPK Perangkar
Daerah dalam rangka pengisian uang persediaan di khususkan untuk



Sekolah Menengah Pertama Negeri, UPTD Dinas Pendidikan, Taman
Kanak-kanak Negeri, Sanggar Kegiatan Belajar, Pusat Kesehatan
Masyarakat (Puskesmas), dan Bagian pada Sekretariat Daerah seria
UPTD pada Perangkat Daerah vang berkaitan dengan  Pekerjaan
Urmnumnt.

(3] Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-UP setiap awal tahun
anggaran maksimal 1/10 dari total pagu anggaran belanja SKPD
(setelah di kurangi belanja gaji. belanja modal danj/atau helanja
lainnya yvang di-LS-kan).

(4) SPP-UP dipergunakan utk mengisi uang persediaan tiap-tiap SKPD;

[5) Pengajuan UP hanya dilakukan seckali dalam setahun tanps
pembebanan pada kode rekening belanja tertentu,

(6) Pengajuan UP tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung.

[7) Dokurmen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. surat pengantar SPP-UP;

b. ringkasan SPP-UP;

c. surat pernyataan tanggung jawab dari PA/KPA;
d. lampiran lain vang diperlukan.

(8) Bendahara Pengeluaran SKFPD dapat melimpahkan
sebagian/seluruhnya uang persediaan yang dikelolanya kepada
Bendahara Pengeluaran Pembantu untulk kelancaran pelaksanaan
kegiatan setelah mendapatkan persetujuan dari PA.

2. Ketentuan huruf d ayat {3) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunwyi
sebagai berikut:

Paragraf 2

Surat Permintaan Pembavaran Ganti Uang Persediaan
Paszal 25

(1) Penerbitan dan pengajuan SPP-GU dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk memperoleh
persetujuan dari PA/KPA melalui PPK Perangkat Daerah dalam rangks
GU.

(2) Penerbitan dan Pengajuan dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud
dalam avat (1) dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran
Pembantu untuk memperoleh persetujuan KPA melalui PPK Perangkat
Daerah dalam rangka pengisian ganti uang persediaan dilkhususkan
untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri, Unit Pelaksana Teknis pada
Dinas Pendidikan, Taman EKanak-kanak Negeri, Sanggar Kegiatan
Belajar, Pusat Kesehatan Masvarakat (Puskesmas), dan Bagian pada
Sekretariat Daerah  serta  Unit  Pelaksana Teknis pada Dinas
Pendidikan pada Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Peclkerjaan
Umurm

(3] Dokumen sebagaimana dimaksud avat (1) terdiri atas

a. Surat pengantar SPP-GU;

b. Ringkasan SPP-GU;

. Rincian pertanggungjawaban penggunaan SPZD-UP/GL
sebelumnya;

d. surat pernyataan tanggung jawab dari PA/KPA;

€. Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen dan Tanggungjawal
Mutlak dari PA/KPA



f. Lampiran lain yang diperlukan, seperti Surat Keputusan Walikota
tentang penunjukan PA dan Bendahara Pengeluaran. photocopy
rekening Bank SKPD bersangkutan dan specimen tanda tangan,

g. Surat Keterangan dari Bidang Aset vang menyvatakan bahwa
barang sudah teregister dalam Sistem Manajemen Pengelolaan
Barang Milik Daerah (SIMBADA)

(4) Ganti uang persediaan dapat dilakukan jika SPP-UP maupun SPP-GU
periode sehelumnya telah dipertanggungjawabkan minimal 60% {enam
puluh per seratus).

(5] Pengajuan SPP-GU dapat dilakukan beberapa kali dalam satu bulan.

(6] Pengajuan SPP-GU dilakukan dengan pembebanan pada kode
rekening pertanggungjawaban belanja UP/GU periode sebelumny:a
atau SPJ UP/GU belanja periode sebelumnya.

(7) Pengajuan SPP-GU terakhir dilakukan paling lambat tanggal 10
Desember.

Ketentuan huruf d ayat (10) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi
sebagai berikut:

Paragraf 3
Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Persediaan

Pasal 26

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk
memperoleh persetujuan dari PA/KPA melalui PPK Perangkat Dacrah
dalam rangka tambahan uang persediaan.

(2] Penerbitan dan pengajuan dekumen SPP-TU sebagaimana dimaksud
dalam avat (1] dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran
Pembantu untuk mempercleh persetujuan KPA melalul PPK Perangkat
Daerah dalam rangka pengisian vang persediaan di khususkan untuk
Sekolah Menengah Pertama Negeri, Unit Pelaksana Teknis Dinas pada
Dinas Pendidikan, Taman Kanak-kanak Negeri, Sanggar Kepiatan
Belajar, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dan Bagian pacda
Sekretariat Daerah serta Unit Pelayanan Teknis Dinas pada Perangkas
Daerah yvang berkaitan dengan Pekerjaan Umum.

(3) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP TU sebagaimana pada aves
(1} apabila terdapat kebutuhan belanja yang sifatnva mendesas
dan/atau bantuan sosial yang nilainya sampai dengan Rp.5.000.00:
(lima juta rupiah) per penerima.

(4} Kebutuhan belanja yang sifatnya mendesak sebagaimana dimaksudl
pada ayat (3) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerinia®h
daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnyva;

b: tidak diharapkan terjadi secara berulang; dan

c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;dan

d. kebijakan pemerintah pusat/pemerintah daerah (termasuk usulan
tertulis Waliketa /Wakil Walikota].

(5) Pengajuan SPP-TU selain harus memenuhi kriteria sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) juga harus memenuhi syarat bahwa SR
UP/GU sudah dipertanggungjawaban tepat waktu.

(6) Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dari
PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan  wakiu
penggunaan.



{7} 8PJ atas tambahan uang {TU) paling lambat disampaikan 1 bulan (30
hari kalender) terhitung sejak terbit SP2D-TU diterbitkan.

[8) SPJ atas tambahan uang (TU) vang diajukan pada bulan Desember
paling lambat disampaikan 31 Desember.

19) SPJ atas Tambahan Uang (TU) sebagaimana dimaksud pada avat (7]
dan ayat {8) termasuk penyetoran sisa TU ke RKUD,

(10)

(11)

(12)
(13)
(14)

(15)

(16)]

Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdir atas:

a. surat Pengantar SPP-TU;

b. ringkasan SPP-TU;

. rincian Rencana Penggunaan TU;

Csurat pernvataan tanggungjawab dart PA/KPA;

. surat keterangan yang memuat penjelasan kebutuhan dan waktu
penggunaan tambahan uang persediaan; dan

[. lampiran lainnva.

Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf e

dapat berupa surat pernyataan dari PA dan/atau KPA yang

menvatakan bahwa kegiatan yang digjukan benar-benar perintal

lisan dari Walikota dan/atau Wakil Walikota.

Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari

PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan  waktu

penggunaan,

Pengajuan SPP-TU dilakukan paling lambat tanggal 15 Desember.

Pengajuan pengeluaran dalam rangka belanja tak terduga-tanggap

darurat, diajukan dengan mekanisme SPP-TU.

Pengajuan SPP-TU belanja tak terduga—tanggap darurat scbagaimana

dimaksud pada ayat (14}, dokurmnen kelengkapannya terdiri atas:

a. surat pernyataan status darurat bencana oleh Walikota;

b. Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) diajukan oleh PPKD yvang
telah dihitung oleh Perangkat Daerah teknis terkait;

¢. SK Penunjukan KPA belanja tak terduga—tanggap darurat
berdasarkan surat usulan dari Perangkat Daerah pemakat,

d. Permohonan pencairan  dana  belanja  tak ferduga—tanggap
darurat;

€. berita acara serah terima belanja dana belanja tak terdugsa-
tanggap darurat;

f.  kuitansi (AZ2): dan

g lampiran lainnya.

Batas wakfu pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat

(13) dikecualikan dari avat (7).

[T o T

4. Ketentuan huruf h, huruf i, huraf j, huraf L, harof noayat (4) Pasal 30
diubah, dan huruf k ayat (4) Pasal 30 dihapus, sehingga Pasal 30
bherbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 30

PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa
untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahari
Pengeluaran Pembantu dalam rangka pengajuan permintaan
pembayaran langsung,.

Penvampaian dokumen SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa oleh
PPTK kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana avat
(1) dikhususkan untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri, Uni
Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan, Taman Kanak-
kanalk Negeri. Sanggar Kegiatar  Belarar, Phuasss Noso o



(3)

{4)

Masvarakat (Puskesmas), dan Bagian pada Sekretariat Daerah serta
Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Perangkat Daerah yang berkaitan
Pekerjaan Umum.

Dokumen SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Surat pengantar SPP-LS;

b. Ringkasan SPP-LS;

¢, Rincian SPP-1S; dan

d. lampiran SPP-LS.

Lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain terdiri atas;

a, salinan surat rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis terkait
{apahila ada):

b. SSP disertai faktur pajak [PPN dan PPh) atau dokumen yang
dipersamalkan;

¢. surat perjanjian kerjasama/kontrak antara PA/KPA dengan pihak
ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;

d. berita acara serah terima hasil pekerjaan (BAST),;

e. surat keterangan dari Bidang Aset vang menyatakan bahwa
barang sudah teregister dalam Sistem Manajemen Pengelolaan
Barang Milik Daerah (SIMBADAJ,

. berita acara pembayaran;
tanda bukti perjanjian terdiri atas:

1. bukti pembelian;

2. laitansi;

3. Surat Perintah Kerja (SPK); dan
4. surat perjanjian.

h. bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada hurul g angka 1.
digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilainya sampal
dengan Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah};

1. kuitansi sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 2,
digunakan untuk untuk pengadaan barang/jasa yvang nilainya
sampal dengan Rp. 50.000.000 (Lima puluh Juta Rupiah];

j- SPK sebagimana dimaksud pada huruf g angka 3, digunakan
untuk pengadaan barang/pekerjaan  kontruksifjasa lainnva
dengan nilai sampai dengan Rp.  200.000.000 (dua ratus jata
rupiah) dan untuk jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiahj;

k. dihapus;

surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada hurul g angka 4,

digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan kontruksi/jasa

lainnya dengan nilal di atas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta
rupat) dan untuk jasa konsultansi dengan nilai di atas

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

m. bukt pembelian sebagaimansa dimaksud pada huruf g angka |
antara lain terdiri atas nota, faktur, dan sejenisnya;

n. dalam hal pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud
huruf i bernilai di atas Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu
rupiah) juga dilengkapi dengan bukti pembelian/kuitansi
bermarterai cukup;

0. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan
oleh bank atau lembaga keuangan non hank;

p. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak vang
dananya sebagian atau seluruhnya bersumber darn pencrusan
pinjaman/hibah luar negeri;

p. surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan bharanz
dilaksanakan di fuar wilayvah keria:



(3)

[10)

q. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan ps=:aan
dari PPKom dan PPTK apabila pekerjaan menszlam;
keterlambatan;

r. foto/buku/dokumentasi  tingkat kemajuan/ penxeiesaias

pekerjaan;

pembavaran  BPRJE  [(Badan Pengelola  Jaminanx Szt

Ketenagakerjaan (potongan sesual dengan ketentuc:r = .

berlaku/surat pemberitahuan BPJS Ketenagakerjaan),

t. bherita acara serah terima pertama (PHO-Physical Hand G«
untuk pekerjaan konstruksi, berita acara scrah terima kedus
(FHO-Final Hand Overi apabila pekerjaan telah selesai menjalan.
masa pemeliharaan;

u. berita acara pemeriksaan laporan awal, laporan antara cdan
laporan akhir untuk pekerjaan konsultansi;

v. pencairan termin pertama kegiatan fisik harus melampirkan [jin
Mendirikan Bangunan (IMB};

w. kepiatan fisik yvang menggunakan Galian C wajib melampirkan
tanda lunas Pajak Galian C pada setiap termin pembayaran vang
dilakukan;

%, perusahaan/rekanan yang berdomisili di Kota Semarang
melampirkan tanda lunas Pajak Reklame;dan

v. khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganva
menggunakan bilaya personil (billing rate), berita acara prestas
kemajuan pekerjaan dilampin dengan bukti kehadiran dari
tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekcrjaan dan bukti
penycewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran
lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.

untuk jaminan pemeliharaan (retensi) pengadaan barang dan jasa

berupa potongan sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak

yang akan dipotong dari pembayaran termin terakhir, yang akan
dicairkan /diambil cleh pihak ketiga pada setelah berakhirnva masa
pemelibharaan.

n

jaminan pemeliharaan (retensi) berupa potongan sebesar 5% (hima

per seratus) sehagaimana dimaksud pada avat (5] dilampiri dengan

Tanda Penyetoran Uang (TPU).

kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa

sebagaimana dimaksud pada ayat (4] digunakan sesual dengan

peruntukannyva.

dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana

dimaksud pada ayat {4 tidak lengkap, Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengembalikan

dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa kepada PPTK untuk

dilengkapi.

Khusus untulk penyvampaian 5SPP-LS dalam rangka pembayaran

jaminan uang muka atas perjanjian/kentrak, dilampiri dengan:

a. surat jaminan uang muka asli;

b. surat kuasa asli bematerai cukup dari PPK Perangkat Dacral
kepada Kuasa BUD untuk mencairkan jaminan uang muka; dan

¢. surat konfirmasi asli dari pimpinan penerbit jaminan uang muka
sesual Peraturan Presiden mengenai pengadaan barang/jasa
pemerintah.

khusus untuk penyampaian SPP-LS dalam rangka pembayaran

jaminan pelaksanaan atas perjanjian/kontrak, dilampiri dengan:

a. surat jaminan pelaksanaan asli,

b. surat kuasa asli bermaterai cukup dari PPK Perangkat Daerah
kepada Kuasa BUD untuk mencairkan Jarmnan
pelaksanaan;dan



c. surat Kkonfirmasi asli dari pimpinan penerbit jaminan
pclaksanaan sesual Peraturan Presiden mengenail pengadaan
barang/jasa pemerintah.

(11) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
PA/KPA setelah ditandatangani oleh PPTK pguna memperoleh
persctujuan PA/KPA melalui PPK Perangkat Daerah.

5. Diantara ayat (1) dan avat (2] pasal 31 disisipkan 1 [satu) ayat yakni ayat
(la), sehingga pasal 31 berbunyi :

Pasal 31

(1) Pengajuan SPP-LS dilakukan paling lambat tanggal 15 Desember.

(1a) Dalam hal pengajuan SPP-LS melebihi tanggal 15 Desember
dilengkapi dengan ijin Walikota;

(2} Dalam hal ada pengajuan pengeluaran SPP-LS untuk pembayaran
honorarium/insentif/ pekerjaan rutin berkelanjutan (bukan tahun
jamak) vang secara definitif belum selesai melaksanakan pekerjaan
namun dalam pengajuan SPP-LS berkenaan diasumsikan telah
defirntil maka dilampiri dengan dokumen surat pernyataan vang
berisikan pernyataan bahwa:

a. Akan menyelesatkan pekerjaan sebagaimana semestinya sesual
kaidah/peraturan tertentu.

b. Akan mengembalikan/diperhitungkan/diperkurangkan dengan
vang akan diterima pada periode berikutnya jika tidak memenuhl
sebagaimana dimalsud buatir a.

6. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 34

(1) Dokumen yang digunakan dalam prosedur pengajuarn SPP-LS bunga,
subsidi, hibah, bantuan sesial, bagi hasil dan bantuan kcuangan
adalah sebagai berikut:

a. Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota yang mengatur
mengenai Pedoman Pelaksanaan Belanja Subsidi, Hibah,
Bantuan Sosial, Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan;

b. DPA Perangkat Daerah;

c. SPP-LS dan dokumen SPP-LS;yang terdiri atas:

suraf pengantar 5PP-L5;

ringkasan SPP-L3;

rincian SPP-L3;

lampiran SPP-LS, yang terdiri atas:

a) bunga, dokumen kelengkapannya terdiri atas:

1) hasil rekonsiliasi dengan pemerintah pusat mengenal

bunga utang; dan
2} lampiran lainnya.
b) hibah, dokumen kelengkapannya terdiri atas:

1} Keputusan Walikota tentang penetapan daftar

penerima Hibah;

il -ak ke



2)

3

4)

&)

7)

bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian hibas
berupa uang atau bukti serah terima barang atas
pemberian hibah berupa barang/berita acara serah
terima uang (bermaterai}/Kuitansi bermaterai cukup
vang ditanda tangani oleh penerima hibah;

surat permohonan pencairan dari Perangkat Daerah
selaku pengelola dan/atau surat permohonan transfer
dari Perangkat Daerah pengelola yang dilampiri
rekening bank penerima;

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD] untuk
pemberian Hibah;

Pakta Integritas dari penerima / surat pernyataan
tanggung jawab dari pencrima sebagaimana terlampir
dalam peraturan walikota ini;

surat pernyataan tidak terjadi konflik internal dari
penerima:dan

lampiran lainnya.

¢) bantuan sosial, dokumen kelengkapannya terdiri atas:

1)

2)

3)

4)

keputusan Kkepala daerah tentang penetapan daftar
penerima bantuan sosial/SK  Walikota tentang
penetapan daftar penerima bantuan sosial;

bukti transfer/penyerahan uang atas pemberan
bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima
harang atas pemberian bantuan sosial berupa
harang/berita dacara serah ferima uang
(bermateral)/kuitans] bermateral cukup yang ditanda
tangani oleh penerima bantuan sosial,

surat permohonan pencairan dari Perangkat Daecrah
selaku pengelola dan/atau Surat Permohonan transicr
dari Perangkat Daerah pengelola yang dilampir
rekening bank penerima;dan

lampiran lainnya.

d) subsidi, dokumen kelengkapannya terdiri atas:

(1]
(2]
(3)

(4)

(3]
(6]

Peraturan Walikota tentang pemberian subsidi,

SK Walikota tentang pemberian subsidi

hasil audit BPK atas laporan keuangan entitas yang
diberi subsidi;

hasil kajian tim internal mengenail alokas: pemberian
subsidi;

surat bukti penerimaan/kuitansijdan

lampiran lainnya.

(2] dalam hal bantuan sosial berupa uang vang nilainya sampai dengan
Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah} per penerima, pencairannva dapal
dilakukan melalui mekanisme Tambah Uang (TU),

7. Ketentuan huruf a angka 4 huruf a Pasal 39 diubah, sehingga pasal 39
berbunyi schagai berikut:

Pasal 39

Dokumen vang digunakan dalam prosedur pengajuan SPP-LS
pengeluaran pembiavaan—pembentukan dana cadangan adalah sebagai

berikut:
a. DPA;

b, salinan Surat Penyediaan Dana (SPD};



c. peraturan daerah vang mengatur mengenai dana cadangan

d. SPP-LS dan dokumen SPP-LS, vang terdiri atas:

surat pengantar SPP-LE;

ringkasan SPP-LS;

rincian SPP-L3;

lampiran SPP-LS, vang terdiri atas:

a) surat pernyataan tanggungawab dari  penerima  dana
cadangan sebagaimana terlampir peraturan walikota ini;

b} surat permohonan pencairan;

¢} bukti penerimaan (A2 dan kuitansi bermaterai);

d) pakta integritas bermaterai dari penerima dana cadangan:
dan

e} lampiran lainnya.

ECR I A

8. Ketentuan pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1} Dekumen kelengkapan SPM-UP vang diajukan kepada Kuasa BUD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 terdir atas:
a. surat pernyataan tanggungjawab dari PA/KPA;

b. surat pengesahan pertanggungjawaban fungsional Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu bulan Desember
tahun sebelumnya;

¢. berita acara rekonsiliasi Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu dengan Bidang Akuntansi

d. lampiran lainnva.

(2) Dokumen kelengkapan SPM-GU yang diajukan kepada Kuasa BUD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 terdiri atas:

a. surat pengesahan pertanggungjawaban fungsional Bendahara
Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu periode
sebelumnya
surat pernyataan tanggungjawab dari PA/KPA;

c. surat keterangan dari bidang aset yang menyatakan bahwa
barang sudah feregister dalam Sistem Manajemen Pengelolaan
Barang Milik Daerah (SIMBADA]J; dan

d. lampiran lainnya.

(3) Dokumen kelengkapan SPM-TU yang diajukan kepada Kuasa BUD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 terdirl atas:

a. surat pernyataan tanggung jawab dari PA/KPA;

b. rincian rencana penggunaan TU;

¢. lampiran lainnya

{4) Lampiran lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huraf
dapat herupa surat pernyataan dari PA/KPA yang menyatakan
bahwa kegiatan yang diajukan benar-benar perintah lisan dari
Walikota / Wakil Walikota.

(5) Dokumen kelengkapan SPM-LS pembayaran gaji dan tunjangan serta
penghasilan lainnya yang diajukan kepada Kuasa BUD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 terdiri atas;

a. daftar gaji dant serta penghasilan Lainnya;

b. surat pernyataan tanggungjawab dari PA/KPA;
b1, SSP PPh pasal 21 atau dokumen yang dipersamakan; dan

¢. lampiran lainnya,




(6)

(7}

(8)

Dokumen kelengkapan SPM-LE jenis belanja pegawal pada kelompok
belanja langsung yang diajukan kepada Kuasa BUD scbhagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 terdiri atas:

a. SK pengangkatan pegawai/tenaga pembantu Walikota atau SK
PA/KPA terhadap kegiatan terkait;

b. daftar nama pihak yang menerima yang ditandatangani olch
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan
PA/KPA;

e, SSP PPh pasal 21 atau dokumen yang dipersamakan; dan

d. lampiran lainnya.

Dokumen kelengkapan SPM-LS pembayaran operasional Rukun

Tetangga/Rukun Warga atau petugas pemantau jumantik atau

sejenisnyva pada kelompok belanja langsung vang diajukan kepada

Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 terdirl atas:

a. SK camat/Iurah;

b. daftar nama pihak yang menerima yang ditandatangani oleh
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan
PA [KPA;

c. persyaratan lainnya yang dianggap perlu.

Dokumien kelengkapan SPM-LS Pengadaan Barang dan Jasa yang

diajukan kepada Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44

terdirt atas:

a. ringkasan kontrak

b. surat pernyataan tanggungjawab dari PA /KPA

¢, lampiran lainnya.

Dokumen kelengkapan SPM-LS bunga, subsidi, hibah, bantuan
sosial, bagi hasil dan bantuan keuangan yvang diajukan kepada
Kuasa BUD sebapaimana dimalkesud dalam Pasal 44 terdiri atas:

a. bunga, dokumen kelengkapannya terdiri atas:

1. hasil rekonsiliasi dengan pemerintah pusat mengenai bunga
utang; dan

2. lampiran lainnya.

b. hibah, dokumen kelengkapannya terdiri atas:

L. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima
hibah/SK Walikota tentang penetapan daftar penerima hibah;

2. bukti transfer/penyverahan uang atas pemberian hibah berupa
uang atau bukti serah terima barang atas pemberian hibah
berupa barang/berita acara serah terima uang
{bermateral)/kuitans: bermateral cukup vang ditanda tangan
oleh penerima hibah;

3. surat permohonan pencairan dan Perangkat Daerah selakn
pengelola dan/atau surat permohonan transfer dari Perangkat
Daerah pengelola yvang dilampiri rekening bank penerima;

4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pemberian
hilrah:

5. pakta integritas dari penerima/surat peroyataan tanggung
jawab dari penerima,

6. surat  pernyataan tidak terjadi  konflik Internal dari
penerima;dan

7. lampiran lainnya.

¢. bantuan sosial, dokumen kelengkapannya terdiri atas:

1. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penenma
bantuan sosial;

2. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan
sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas
pemberian bantuan sosial berupa barang/berita acara scrah



(10)

(11)

(12)

{14)

terima uang (bermaterai)/kuitansi bermaterai cukup vang
ditanda tangani oleh penerima bantuan sosial;
3.surat permohonan pencairan dari Perangkat Daerah selaku
pengelola dan/atau surat permehonan transfer dari Perangkar
Daerah pengelola yang dilampiri rekening bank penerima;dan
4. lampiran lainnya.
d. subsidi, dokumen kelengkapannya terdin atas:
1. Peraturan Walikota tentang pemberian subsidi;
2. 3K Walikgta tentang pemberian subsidi,
3. hasil audit BPK atas laporan keuangan entitas yang dibeos
subsidi;
4. hasil kajian tim internal mengenai alokasi pemberian subsidi:
5. surat bukti penerimaan/kuitansi;dan
6. lampiran lainnya.
Dokumen kelengkapan SPM-LS belanja bantuan Keuangan untui
partai politik vang diajukan Kkepada Kuasa BUD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yvang berlaku.

Dokumen kelengkapan SPM-LS Belanja Tidak Terduga-Pembayaran
Pengembalian Pendapatan yang diajukan kepada Kuasa BUD
seébagaimana dimaksud dalam Pasal 44 terdiri atas:

a. DPA;

b. surat permohonan pengembalian dari Wajib Pajak (WP)/Wajib
Retribusi (WR) atau penerima kuasa,

¢. nomor rekening bank penerima Wajibh Pajak (WP)/Wajib Retribusi
(WR) atau penerima kuasa;

d. kuitansi;

g, berita acara penghitungan pengembalian dari PPKD/ Perangkat
Daerah yang membidangi;

f. bukt setor asli vang telah dibayvarkan sebelumnya.dan

g. hasil pemeriksaan atas Wajib Pajak (WP)/Wajib Retribusi (WR) jika
diperlukan;

h. lampiran lainnva.

Dokumen kelengkapan SPM-LS pengeluaran pembiayaan
pembayvaran pokok utang wvang diajukan kepada Kuasa BUD
sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 terdiri atas:

a. DPA;

b. hasil rekonsiliasi dengan pusat mengenail utang; dan

¢. lampiran lainnya

Dolkumen kelengkapan SPM-LS pengeluaran pembiayaan penvyertaan
modal Pemerintah Daerah yang diajukan kepada Kuasa BUD
sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 terdiri atas;

a. DPA;

b. surat permechonan mengenai pencairarnl dana penyertasan modal
dari BUMN/BUMD kepada Walikota melalui Perangkat Daerah
pengampL,

surat perjanjian penyertaan modal;

kuitansi bermeterai;

pakta integritas bermaterai dari penerima penyertaan modal;
berita acara serah terima dana penyertaan modal; dan

g. lampiran lainnya.

Dokumen kelengkapan SPM-LS Pengeluaran Pembiayaar-
Pembentukan Dana Cadangan yang diajukan kepada Kuasa BUT)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 terdir: atas:

a. DPA;

a N W



Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Dana Cadangan:
surat pernyataan tanggungjawab dari Penerima Dana Cadangan:
surat permohonan pencairan;

bulkii penerimaan (A2 dan kuitansi bermaterai);

pakia integritas bermaterai dar Penerima Dana Cadangan; dan
lampiran lainnya.

e s o

9. Ketentuan pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(6}

FPasal 47

Kuasa BUD hanyva meneliti dokumen kelengkapan dokumen SPM

vang diajukan oleh PA/KPA agar pengeluaran yang diajukan tidak

melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan.

Substansi  validitas kebenaran dokumen kelengkapan SPM

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tangegung jawab

sepenuhnya PAJKPA.

Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D-UP terdiri

atas:

a. surat pernyataan tangsung jawab dari PA/KPA sebagaimana
terlampir dalam Lampiran Peraturan Walikota ini;

b. surat pengesahan pertanggungjawaban fungsional Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu bulan Desember
tahun sebelumnya;

c. berita acara rekonsiliasi Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu dengan Bidang Akuntansi; dan

d. lampiran lainnya.

Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D-GU terdin

atas:

a. surat pengesalian pertangeungjawaban fungsional Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Penibantu periode
sebelumnys;

b. surat pernyataan tanggung jawab dari PA/KPA, sebagaimana
terlampir dalam Lampiran Peraturan Walikota ini; dan '

c. surat keterangan dari bidang aset yang menyatakan bahwa
barang sudah teregister dalam Sistemn Manajemen Pengelolaan
Barang Milik Daerah [SIMBADAJ,

d. lampiran lainnya.

Kelengkapan dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D-TU terdiri

atas:

a. surat pernyataan tanggung jawab dari PA/KPA, sebagaimana
terfampir dalam Lampiran Peraturan Walikota ini

b. rinman rencana penggunaan TU;

c. rincian realisasi penggunaan TU;dan

d. lampiran lainnya.

Kelengkapan dokumen SPM-LS pembayaran gaji dan funjangan serta

penghasilan lainnya untuk penerbitan SP2D-LS pembayaran gaji dan

tunjangan serta penghasilan lainnya terdiri atas:

a. daftar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnva;

b. surat pernyataan tanggung jawab dari PA/KPA, sebagaimana
terlampir dalam Lampiran Peraturan Waliketa in3;

c. S5P PPh pasal 21 atau dokumen yang dipersamakan: dan



(7)

(8)

(%)

d. lampiran lainnya.

Kelengkapan dokumen SPM-LS belanja pegawai pada kelompok
belanja langsung untuk penerbitan SP2D-LS belanja pegawal pada
kelompok belanja Langsung terdiri atas:

a. SK pengangkatan pegawai/tenaga pembantu Walikota atauw
Keputusan PA/KPA terhadap kegiatan terkait;

b. daftar nama pihak yang menerima yang ditandatangani oleh
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan
PA/KPA;

¢. SSP PPh pasal 21 atau dokumen vang dipérsamakan;dan

d. lampiran lainnya.

Kelengkapan dokumen SPM-LS Pengadaan Barang dan Jasa untuk
penerbitan SP2D-LS Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas:

a. ringkasan kontralg

h. surat pernyataan tanggung jawab dari PA/KPA, sebagaimana
terlampir dalam Lampiran Peraturan Walikota ini ; dan

¢. lampiran lainnya.

Kelengkapan dokumen SPM-LS bunga, subsidi, hibah, bantuan
sosial, bagi hasil dan bantuan keuangan untuk penerbitan SP2D-LS
bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil dan bantuan
keuangan terdiri atas:

a. bunga, dokumen kelengkapannya terdiri atas:

1. hasil rekonsiliasi dengan pemerintah pusat mengenai bunga
utang; dan

2, lampiran lainnya.

b. hibah, dokumen kelengkapannya terdiri atas:

1. Keputusan Walikota tentang penctapan daftar penerima
hibah /SK Walikota tentang penctapan daftar penerima hibah;

2, bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian hibah berupa
vang atau bukti serah terima barang atas pemberian hibah
berupa barang/berita acara serah terima uang
(bermaterai)/ kuitansi bermaterai cukup vang ditanda tangani
oleh penerima hibah;

3. surat permohonan pencairan dari Perangkat Daerah selaku
pengelola dan/atau surat permohonan transfer dari Perangkat
Daerah pengelola yvang dilampiri rekening bank pencrima;

4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)] untuk pemberian
hibah;

5. pakta integritas dari penerima/surat pernyalaan tanggung
jawab dari penerima sebagaimana terlampir dalam peraturan
walilcota ini:

6. surat  pernvataan  tidak  terjadi  konflik  internal  dari
penerima;dan

7. lampiran lainnya,

¢. Bantuan Sosial, dokumen kelengkapannya terdiri atas:

1. Keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima
bantuan sosial/SK Walikota tentang penetapan daftar
penerima bantuan sosial;

2. bukti transfer/penverahan uang atas pemberian bantuan
sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas
pemberian bantuan sosial berupa barang/berita acara serah
terima uang (bermaterai)/kuitansi bermaterai cukup yang
ditanda tangani oleh penerima bantuan sosial;

3. surat permohonan pencairan dari Perangkat Daerah selaku
pengelola dan/atau surat permohonan transfer dari Perangkat
Daerah pengelela yang dilampiri rekening bank penerimaidan



(10)

(11}

(12)

(13)

(14)

(15)

4. lampiran lainnya.
d. subsidi, dckumen kelengkapannya terdiri atas:
Peraturan Walikota tentang pemberian subsidi;
SK Walikota tentang pemberian subsidi;
hasil audit BPK atas laporan lkeuangan entitas yang diberi
subsidi;
4. hasil kajian tim internal mengenai alokasi pemberian subsidi
9. surat bukt! penerimaan/kuitansi;dan
6. lampiran lainnya.

Kelengkapan dokumen SPM-LS belanja bantuan kcuangan untuk

partai peolitik untuk penerbitan SP2D-LS belanja bantuan keuangan

untuk partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Kelengkapan dokumen SPM-LS Belanja Tidak Terduga-Pembayaran

Pengembalian Pendapatan untuk penerbitan SP2D-LS Belanja Tidak

Terduga-Pembayaran Pengembalian Pendapatan terdiri atas:

a. DPA;

b. surat permohonan pengembalian dari Wajib Pajak (WP)/Wajib
Retribusi (WR) atau penerima kuasa;

c. nomor rekening bank penerima Wajib Pajak (WP)/Wajib Retribusi
(WR] atau penerima kuasa;

d. kuitansi;

e. berita acara penghitungan pengembalian dari PPKD/SKPD vang
membidangi;

f. bukti setor asli yang telah dibayvarkan sebelumnya;

g. hasil pemeriksaan atas Wajib Pajak (WP)/Wajib Retribusi (WR]
jika diperhukan;

h. SK Walikota tentang penetapan pengembalian pendapatan;

i. dalam hal jumlah pengembalian pendapatan kurang dari sampai
dengan Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) ditetapkan dengan
Ketetapan PPKD/ Perangkat Daerali: dan

J- lampiran lainnya.

Kelengkapan dokumen  SPM-LS pengeluaran pembiayaan

pembayaran pokeok utang untuk penerbitan SP2D-LS pengeluaran

pembiavaan-pembavaran pokok utang terdiri atas:

a. DPA;

b. hasil rekonsiliasi dengan pusar mengenai hutang;dan
c. lampiran lainnya

Kelengkapan dokumen SPM-LS pengeluaran pembiayaan penvertasn

modal Pemerintah Daerah untuk penerbitan SP2D-LS pengeluaran

pembiavaan penyertaan modal Pemerintah Daerah terdiri atas:

a. DPA;

b. surat permohonan mengenai pencairan dana penyertaan modal
dari BUMN/BUMD kepada Walikota melalui Perangkat Daerah
pengampu;

suratl perjanjian penyertaan modal;

kuitansi bermeterai;

pakta integritas bermaterai dari penerima penyertaan modal,
berita acara serah terima dana penyertaan modal;dan

g. lampiran lainnya.

Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitlkan SP2D,

Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran

tersebut  melampaui  pagu  anggaran, Kuasa BUD  mennlak
menerbitkan SP2D.

T B

meoaD



10. Ketentuan Lampiran B IX diubah dengan perubahan sebagai tercantum
dalam Lampiran Peraturan Walikota ini:

Pasal 1i

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal '“ou

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ADI TRIHANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR



1. Format SP2D

PEMERINTAH
KOTA SEMARANG

LT R R

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR TAHLUN

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEWMARANG
MOMOR 4 TAHUN 2077 TENTANG  SISTEM  DAN

FROSEDUR PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA SEMARANG

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Nomaor ;,

(SP2D)

MNomar 5PM :
Tanogal g
SEPD 1

Uang sebesar Bp, . . Madbiang 2.

Dari
Tahun Angadran

BAMK | POS & oo e s s e e e 11001
Hendaklah mencairkan [ memindahbukukan dari baki Rekening Nomor o

Kuasa BUD

Kokam 2]

Keopada

NEWP

Mo, Rekening Bank
Bank/Pos
Keperluan Untuk

[iewiom 31

NO

KODE REKENING

JUMLAH
(Rp)

1 2

3 4

Potongan-potongan:

Uraian (No. Rekening)

Jumlah |

(Rp} Keterangan

luran Wajib Pegawal Negen

Tabungan Perumahan Pegawa

Pk fain — fian

Iuran Kesshatan

Ll Bouh B Bl oes

Denda

Jumiah

Uraian

| Informasi: (Hoak mengirang JnNan permbayanar SP20)

Jumlah

(Rp) i

No. |
[ PPN

Setoran Pagak Hotel dan Restoran

[
! PPh Pasal 71

PPh Pasal 22

PPh Pasal 23

PP Pasal £ Ayat 2

.‘“E"E":’*‘!*‘!"!"‘

luran Aslek

Jumlah

SPAC vang Dilievarkan

Jumlah yang Diminta

Jurnlah Patardan

JEENEE VRIS TRRGVETkAn

Uang Sejumiah:

Lembar 1 Bank Yang Ditunjuk

Lembar 3 Arsip Kuasa BUD
Lembar 4; Pibak Ketiga''

Lermbar 2: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

venrnienns, FANGEEL L .
Bendahara Umum Daerah/
Kuasa Bendahara Umum Daerah

(tanda fangan)
(nama lengkap)

NIP.




2. Register SP2D

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

REGISTER SP2D
Halaran:
Nomer SP2D ey
l?r?n.t Tanggal LS Uraian LS
L uUP GlU TO i Barangi up Gu ™ Gaji Barang
G2)l | g jasa i & Jasa
1 2 3 i 4 5
| ! b
P 1 L S
I
| |
[ T
| | I
1 |
| |
4 [ [
| i i I
; ! : I Fote
| i ,
|
| 1
| B ' |
| |
| | [
(R STy, | IR s !
| | | ~
H | [ {
. | : - ' et
i | |
T
| | 1
| ra—
| {
! —
| i | |
1 i
t T
| i
Jumlah ,
-, tanggal........

Bendahara Umum Daerah/
Kuasa Bendahara Umum Daerah

(tanda tangan)

{nama |lengkap)
NIP.




3. Format Surat Penolakan SP2D

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D

Semarang, tanggal.............

Kepada Yth.
Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran/PPKD

.....................................................

....................................................

Nomor B e s ynpasssn s sems
Lampiran G
Perihal 1 Pengembalian SPM

Bersama ini terlampir Surat Perintah  Membayar Uang Persediaan/Ganti
Uang/Tambahan Uang/Langsung (SPM-UP/GU/TU/LS) Saudara Nomor: ...
tanggal .......ceeeeiiee. 200, dikembalikan karena tidak memenuhi syarat untuk diproses.
Adapun kekurangannya sebagai berikut :

I_"\-J

................................................................................................................................
................................................................................................................................

Demikian disampaikan, ates kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Bendahara Umum Daerah/
Kuasa Bendahara Umum Daerah
{tanda tangan)

{nama lengkap)
NIP,



4. Register Surat Penolakan Penerbitan SP2D

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
REGISTER SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP2D

Hakaman: ...
Jumilah
l?r?;t TTC?IEEBOI!‘& N:;’T!) ! Uraian (Rl Keterangan
UP/GU/TU LS
1 2 3 4 ] [:] 7
Jumliah

savieg tANggaAl s

Bendahara Umum Daerah/
Kuasa Bendahara Umum Daerah

(tanda tangan}

NIP.




5 B

uku Kas Penerimaan dan Pengeluaran

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BUKU KAS PENERIMANAN DAN PENGELUARAN
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

Kode " - | |
No. | Tanggal Rekening Uraian Penerimaan | Pengeluaran | Saldo
— ]
—
| ol
— i rr
| |
T s ;
_ Jumlah N |
Kas di Bendahara Umum Baerah Rp. ..
s e L L R e dengan huruf)
terdiri dari:
a. Tunai Rpl i,
b. Salda Bank RP. vvvveireinninnn
¢, Surat Berharga Rp s T
Mengetahuwi: L . tanggal

PPKD Selaku BUD

{Tanda Tangan) (Tanda Tangan)
{Nama Jelas} (Nama Jelas)

NIP. NIP.

Kuasa BUD



6. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNA ANGGARAN/KUASA

PENGGUNA ANGGARAN
NOIMOY .vivvcierrenrsnnnes e

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

NIP

Jabatan 1 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1.

Jumlah Uang yvang diminta akan dipergunakan untuk keperluan
beban belanja sebagaimana tercantum dalam Daftar Pelaksanaan
Anggaran Perangkat Daerah (DPA-FPD), sesuai SPM
MOMIGE. o v tanggal ... 20.... untuk Pembayaran
................. pada Kegiatan ................... dengan lokasi dana sebesar

| 03 = TR— R N A S .

Jumlah Uang sebagaimana tersebut di atas tidak akan
dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang
menurut  ketentuan dapat dibayarkan [/ dilakukan dengan
mekanisme UP/GU/TU /LS.

. Kelengkapan dan Kebenaran Formal Materiil terhadap dokumen-

dokumen kelengkapan pengajuan permintaan pembavaran ini.

. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka kami siap

hertanggung jawab.
Dermikian  surat pernvataan  ini  dibuat dengan  sebenar-

benarnya.

Pengguna Anggaran/Kuasa
Penpeuna Anggaran

NIP.

*Sesuail peruntukannya



7. PAKTA INTEGRITAS PENERIMA HIBAH

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA HIBAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

No ldentitas KTP :

Alamat

Jabatan

Bertindak untulk :

Dan atas nama
Dalam rangks pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dan dana
hibah, dengan ini menvatakan bahwa saya :

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepatisme (KKN):

2. akan melaporkan kepada pihak vang berwajib/ berwenang apabila
mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepatisme [KKN)
dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiaval dari dana hibah
int;

3. akan menggunakan dana hibah sesuai dengan usulan proposal
hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta
pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Walikota Semarang
Nomor xxx Tahun 20xx tentang Tata Cara Penganggaran.
Pelaksanaani dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan
Pelaporan  serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan peraturan perundang-undangan;

4. bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang atas penggunaan
dana Hibah vang kami terima dari Pemerintah Kota Semarang.

5. apabila saya melanggar hal- hal yang telah saya nyatakan dalam
Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Demikian pernyataan ini dibuat
dengan sebenar-benarnya dan penuh ranggung jawab.

Semarang, 20xx

Yang Membuat Perryataan
Materai/ttd

( Penerima Hibah)

WALIKOTA SEMARANG

HENDEAR PRIHALD]




